BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG

NOMOR 60 TAHUN 2016
TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN, DAN TATA KERJA

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

bahwa untuk mendukung pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah
Kabupaten Temanggung sebagai pelaksanaan
Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor
10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten
Temanggung, maka perlu menetapkan Kedudukan,
Susunan, dan Tata Kerja Organisasi Perangkat
Daerah Kabupaten Temanggung;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan, dan
Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten
Temanggung;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, TambahanL
embaran Negara Republik Indonesia  Nomor S5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang—Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58
Tambahan Lembaran Negara Republik :
Nomor 5679);
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5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tcntang"’
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);

7 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaga Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung
(Lembaran Daerah Kabupaten Temangung Tahun
2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor

68);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN,

DAN TATA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1
.
3.
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Daerah adalah Kabupaten Temanggung.

Bupati adalah Bupati Temanggung.

Deway Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung.
Perangkat Daerah Adalah Unsur Pembantu Bupati dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dalam .penyelenggaraan wurusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggun
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Temanggun 4
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selan'uti ‘a
disingkat Sekretariat DPRD Adalah Sekrtarian Dewan Pcrvjakily
Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung. .
Inspektorat adalah inspektorat Kabupaten Temanggung.

Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Temanggung.



10. S.atuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang selanjutnya
disebut SATPOL PP dan Pemadam Kebakaran adalah Dinas Daerah
yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Ketenteraman
Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat. :

11. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut PTSP adalah
Unit pelayanan perizinan yang melekat pada dinas yang
mcnye]enggarakan urusan penanaman modal.

12. Badan Daerah Adalah Badan Daerah Kabupaten Temanggung.

13. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah

Kabupaten Temanggung.
14, Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebdgai Perangkat kecamatan

kabupaten dalam wilayah kerja kecamatan.

15. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD, adalah

unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas Daerah.

16. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disebut UPTB, adalah
unsur pelaksana tugas teknis pada Badan Daerah.

17. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut RSUD adalah
RSUD Kabupaten Temanggung sebagai pelaksana teknis dinas daerah
yang menyelenggarakan urusan kesehatan.

18. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutny
adalah unsur pelaksana teknis dinas daerah yang menye

urusan kesehatan.
19. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan

tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada

keahlian dan keterampilan tertentu.
20. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional

yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional
yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.

a disingkat Puskesmas
lenggarakan

BAB 1l
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
Pasal 2

(1) Organisasi Perangkat Daerah, terdiri dari:

a. Sekretariat Daerah;

b. Sekretariat DPRD

c. Inspektorat;

d. Dinas Daerah, terdiri dari:
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga;
Dinas Kesehatan,
Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman,;
SATPOL PP dan Pemadam Kebakaran; :
Dinas Sosial,
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
Dinas  Pengendalian  Penduduk, Keluarga  Berencana
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; g
8. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; :
9. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
10. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
11, 11\341:1:; gl;;x?ndustnan, Perdagangan, K?perasi, Usaha Kecil dan
12. Dinas Tenaga Kerja;
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13. Dinas Komunikasi dan Informatika;

14. Dinas Perhubungan;

15. Dinas Lingkungan Hidup;

16. Dinas Perikanan dan Peternakan;

17. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;dan

18. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.

e. Badan Daerah terdiri dari:

1. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan

Daerah;
2. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;dan

3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

f. Kecamatan.

(2) Bagan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam
lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Bupat_i/ini.
BAB III
SEKRETARIAT DAERAH
Bagian Kesatu

Kedudukan
Pasal 3

(1) Sekretariat Daerah adalah unsur staf.

(2) Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah dan dalam

melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 4

(1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, terdiri dari:
a. Sekretaris Daerah;
b. Asisten Pemerintahan, membawahi:
1. Bagian Pemerintahan, membawahi:
a) Sub Bagian Tata Pemerintahan;
b) Sub Bagian Otonomi Daerah dan Kerjasama;dan
c) Sub Bagian Fasilitasi Perangkat Daerah.
2. Bagian Pemerintahan Desa, Membawabhi:
a) Sub Bagian Tata Pemerintahan Desa;
b) Sub Bagian Perangkat dan Administrasi Desa;dan

c) Sub Bagian Aset Desa.

3. Bagian Hukum, membawahi:
a) Sub Bagian Peraturan Perundang-Undangan;
b) Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia;dan

a) Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum.

c. Asisten Perekonomian, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat
I ’

Membawahi:
1. Bagian Perekonomian, membawahi:

a) Sub Bagian Ekonomi Daerah;
b) Sub Bagian Produksi Daerah;dan
c¢) Sub Bagian Badan Usaha Milik Daerah;



2. /Bagian Pembangunan, Membawahi:
a) Sub Bagian Layanan Pengadaan;
b) Sub Bagian Administrasi Pembangunan:;dan
c) Sub Bagian Pengendalian dan Pelaporan.
3. Bagian Kesejahteraan Rakyat, Membawahi:
a) Sub Bagian Keagamaan.
b) Sub Bagian Sarana Prasarana Keagamaan;dan
c) Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Bina Mental,

d. Asisten Administrasi, membawahi:
1. Bagian Umum, membawahi:
a) Sub Bagian Tata Usaha dan Protokol;
b) Sub Bagian Keuangan;dan
c) Sub Bagian Rumah Tangga.
2. Bagian Organisasi dan Tatalaksana, membawahi:
a) Sub Bagian Kelembagaan;
b) Sub Bagian Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik;dan
c) Sub Bagian Pendayagunaan Aparatur.
° 3. Bagian Hubungan Masyarakat, Membawahi:
c) Sub Bagian Analis Media dan informasi;
d) Sub Bagian Produksi dan Media;dan
e) Sub Bagian Publikasi dan Dokumentasi.

e. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Asisten-asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.

(3) Bagian-bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing
dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Asisten yang bersangkutan.

(4) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-
masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian yang bersangkutan.

(5) Kelompok Jabatan Fungsional bertanggungjawab kepada Sekretaris
Daerah melalui Asisten dan dalam melaksanakan tugasnya
berkoordinasi dengan Kepala Bagian.

(6) Pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional dan pola hubungan kerja
Jabatan Fungsional diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Daerah.

(7) Bagan Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum dalam
lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Bupati ini.
BAB IV
SEKRETARIAT DPRD
Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 5
(1) Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan
pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.



(2) Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang dalam
melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif
bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Sekretariat DPRD, terdiri dari:

a. Sekretaris;

b. Bagian Umum dan Hubungan Masyarakat, membawabhi:
1. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan;dan
3. Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol.

Bagian Keuangan, membawahi:

1. Sub Bagian Perencanaan dan Anggaran;
2. Sub Bagian Akuntansi;dan

3. Sub Bagian Perbendaharaan.

Bagian Rapat dan Perundang-undangan, membawahi:

1. Sub Bagian Rapat dan Risalah;
2. Sub Bagian Alat Kelengkapan dan Aspirasi;dan
3. Sub Bagian Legislasi dan Perundang-undangan.

e. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Bagian-bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing
dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Sekretaris.
Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-
masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah
dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian yang bersangkutan.
Kelompok Jabatan Fungsional bertanggungjawab kepada Sekretaris
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan dalam melaksanakan tugasnya
berkoordinasi dengan Kepala Bagian.
Pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional dan pola hubungan kerja
Jabatzn Fungsional diatur lebih lanjut oleh Sekretaris DPRD.
Bagan Organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana tercantum dalam
lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Bupati ini. :

(3)
(4)

(5)

(6)

BAB V
INSPEKTORAT
Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 7
(1) Inspektorat merupakan unsur pembina dan pengawas penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah.

(2) Inspektorat dipimpin oleh inspektur.
(3) Inspektur dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada

Bupati melalui Sekretaris Daerah.




(1)

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 8

Susunan Organisasi Inspektorat, terdiri dari:
a. Inspektur; )

b. Sekretariat, membawabhi:

1. Sub Bagian Perencanaan;

2. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;dan
3. Sub Bagian Administrasi dan Umum.
Inspektur Pembantu I;

Inspektur Pembantu II;

Inspektur Pembantu III;

Inspektur Pembantu IV;dan

Kelompok Jabatan Fungsional.

Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh

@™o oo
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oy seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab
kepada Inspektur.

(3) Inspektur Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada di
bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur.

(4) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-
masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di
bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

(5) Kelompok Jabatan Fungsional bertanggungjawab kepada Inspektur
Pembantu.

(6) Bagan Organisasi Inspektorat sebagaimana tercantum dalam lampiran
IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
1nil.

BAB VI
DINAS DAERAH "
Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 9

(1) Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah.

(2) Dinas Daerah dipimpin oleh kepala yang berkedudukan di bawah dan
bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Paragraf 1
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Pasal 10
(1) csiugunan Organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, terdiri
ari:
a. Kepala;

b. Sekretaris, membawabhi:

1. Sub Bagian Perencanaan,
2. Sub Bagian Keuangan;dan



3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
c. Bidang Sumber Daya Manusia Pendidikan, membawahi:
1. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar;
2. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah
Pertama;dan
3. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dan PNF.
d. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar, membawabhi:
1. Seksi Kurikulum dan Mutu Pendidikan Sekolah Dasar;
2. Seksi Kesiswaan Sekolah Dasar;dan
3. §eksi Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar.
e. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, membawabhi:
1. Seksi Kurikulum dan Mutu Pendidikan Sekolah Menengah
Pertama; ;
2. Seksi Kesiswaan Sekolah Menengah Pertama;dan
3. Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama.
f. Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal, membawahi:
1. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini; :
2. Seksi Pendidikan Kesetaraan;dan
3. Seksi Pendidikan Masyarakat.
g. Bidang Kepemudaan dan Olah Raga, membawahi:
1. Seksi Kepemudaan;dan
2. Seksi Olah Raga;
h. Satuan Pendidikan dan UPTD;dan
i. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang

Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala
Dinas.

(3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing
dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

(4) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-
masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah
dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

(5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing
dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.

(6) Satuan Pendidikan dipimpin oleh Kepala Satuan Pendidikan yang
merupakan fungsional guru/pamong belajar.

(7) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin
oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

(8) Kelompok Jabatan Fungsional bertanggungjawab kepada Kepala Dinas
melalui Sekretaris dan dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi
dengan Kepala Bidang.

(9) Pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional dan pola hubungan kerja

5 Jabatan Fungsional diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

,; (10)Bagan Organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
* sebagaimana tercantum dalam Lampiran V, yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
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Paragraf 2
Dinas Kesehatan
Pasal 11

(1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan, terdiri dari:
a. Kepala;
b. Sekretaris, membawahi:
1. Sub Bagian Perencanaan;
2. Sub Bagian Keuangan;dan
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
c. Bidang Kesehatan Masyarakat, membawahi:
1. Seksi Gizi;
2. Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat;dan
3. Seksi Penyehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga.
d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, membawahi:
1. Seksi Surveilans dan Imunisasi;
2. Seksi Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular;dan

3. Seksi Pencegahan dan pengendalian Penyakit Tidak Menular dan
Kesehatan Jiwa.
e. Bidang Pelayanan Kesehatan, Membawabhi:
1. Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar, Tradisional, dan Rujukan;
2. Seksi Kesehatan Keluarga;dan
3. Seksi Peningkatan Mutu Perizinan.
f. Bidang Sumber Daya Kesehatan, membawahi:
1. Seksi Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan;
2. Seksi Farmasi, Makanan Minuman, dan Perbekalan
Kesehatan;dan
3. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Sistem Informasi
Kesehatan.
g. UPTD;dan
h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang
Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala
Dinas.

(3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing
dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

(4) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-
masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah
dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

(5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing
dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.

(6) UPTD ,sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin
oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggungjawab
kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

(7) Kelompok Jabatan Fungsional bertanggungjawab kepada Kepala Dinas
melalui Sekretaris dan dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi
dengan Kepala Bidang.




(8) Pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional dan pola hubu :
Jabatan Fungsional diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas. o, ene
9) Bagar} Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum dalam
Lampiran VI, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Bupati ini.
Paragraf 3
Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
Pasal 12

(1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan
Permukiman, terdiri dari:

a.
b.

n

i

Kepala;

Sekretaris, membawabhi:

1. Sub Bagian Perencanaan;

2. Sub Bagian Keuangan;dan

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Bidang Bina Marga, membawahi: |

1. Seksi Jalan,;

2. Seksi Jembatan;dan

3. Seksi Operasi dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.

Bidang Sumber Daya Air, membawabhi:

1. Seksi Pembangunan dan Rehabilitasi Bendung dan Irigasi;

2. Seksi Operasi dan Pemeliharaan Bendung dan Irigasi;dan

3. Seksi Pengelolaan dan Penataan Sumber Daya Air;

Bidang Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman,
membawahi:

1. Seksi Penataan Bangunan,;

2. Seksi Pengembangan Air Minum;dan

3. Seksi Pengembangan Perumahan dan Permukiman.
Bidang Tata Ruang dan Pertanahan, membawahi:

1. Seksi Perencanaan Tata Ruang;

2. Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang;dan
3. Seksi Pertanahan.

Bidang Tata Kota dan Jasa Konstruksi, Membawahi:

1. Seksi Pertamanan;

2. Seksi Penerangan Jalan Umum;dan

3. Seksi Jasa Konstruksi.

UPTD;dan

Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang
Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala
Dinas.

(3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing
dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

(4) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-
masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah
dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.



(5) Seksi-s.eksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masine- :
dipimpin olc_eh seorang Kepala Seksi yang berada dj baxsarlrml aigﬁ
bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.

(6) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin
oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggungjawab
kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. : ;

(7) Kelompok Jabatan Fungsional bertanggungjawab kepada Kepala Dinas
melalui Sekretaris dan dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi
dengan Kepala Bidang.

(8) Pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional dan pola hubungan kerja
Jabatan Fungsional diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

(9) Bagan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan
Permukiman sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII, yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4
SATPOL PP dan Pemadam Kebakaran
Pasal 13

(1) Susunan Organisasi SATPOL PP dan Pemadam Kebakaran, terdiri dari:
a. Kepala;
b. Sekfetaris, membawahi:
1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;dan
2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
c. Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, membawabhi:
1. Seksi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;dan
2. Seksi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

d. Bidang Perlindungan Masyarakat dan. Pemadam Kebakarar,
membawahi:

1. Seksi Perlindungan Masyarakat;dan
2. Seksi Pemadam Kebakaran.

e. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang
Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala
Dinas.

(3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing
dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

(4) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-
masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah
dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

(S) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing
dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.

(6) Kelompok Jabatan Fungsional bertanggungjawab kepada Kepala Dinas
melalui Sekretaris dan dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi
dengan Kepala Bidang.

(7) Pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional dan pola hubungan kerja
Jabatan Fungsional diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

(8) Bagan Organisasi SATPOL PP dan Pemadam Kebakaran sebagaimana
tercantum dalam Lampiran VIII, yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
I
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Paragraf 5
Dinas Sosial
Pasal 14

(1) Susunan Organisasi Dinas Sosial, terdiri dari:
a. Kepala;
b. Sekretaris, membawahi:
1. Sub Bagian Perencanaan;
2. Sub Bagian Keuangan;dan
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial,, membawahi:
1. Seksi Perlindugan Korban Bencana;dan

2. Seksi Jaminan Sosial Keluarga.
d. Bidang Rehabilitasi Sosial, membawahi:
1. Seksi Rehabilitasi Anak dan Lanjut Usia;dan
2. Seksi Rehabilitasi Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial dan
Korban Perdagangan Orang.
e. Bidang Pemberdayaan Sosial, membawahi:
1. Selksi Pemberdayaan Perorangan dan Keluarga;dan
2. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan.
f. Bidang Penanganan Fakir Miskin;
1. Seksi Penanganan Fakir Miskin Pedesaan;dan
2. Seksi Penanganan Fakir Miskin Perkotaan dan Daerah Rentan.

g. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang
Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala

Dinas.

(3) Bidang-bidang seba
dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

(4) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-
masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah
dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

(5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing
dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.

(6) Kelompok Jabatan Fungsional bertanggungjawab kepada Kepala Dinas
melalui Sekretaris dan dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi
dengan Kepala Bidang. '

(7) Pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional dan pola hubungan kerja
Jabatan Fungsional diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

(8) Bagan Organisasi Dinas  Sosial sebagaimana tercantum dalam
Lampiran IX, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Bupati ini.

gaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing
bawah dan

Paragraf 6
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Pasal 15
(1) Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, terdiri dari:

a. Kepala;




b. Sekretaris, membawahi:
1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;dan
2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
c. Bidang Kebudayaan, membawabhi:
1. Seksi Sejarah dan Pelestarian Cagar Budaya;dan
2. Seksi Bahasa, Seni dan Budaya.
d. Bidang Pengembangan Pariwisata, membawahi:
1. Seksi Pengembangan Destinasi Wisata;
2. Seksi Promosi Wisata;dan ;
3. Seksi Pembinaan SDM dan Kelembagaan Kepariwisataan.

e. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang
Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala
Dinas.

(3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing
dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

(4) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-
masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah
dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

(5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing
dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.

(6) Kelompok Jabatan Fungsional bertanggungjawab kepada Kepala Dinas
melalui Sekretaris dan dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi
dengan Kepala Bidang.

(7) Pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional dan pola hubungan kerja
Jabatan Fungsional diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

(8) Bagan Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana

tercantum dalam Lampiran X, yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 7
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Pasal 16

(1) Susunan Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga
Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdiri

dari:
a. Kepala;
b. Sekretaris, membawahi:
1. Sub Bagian Perencanaan;
2. Sub Bagian Keuangan;dan
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
c. Bidang Pengendalian Penduduk dan Penyuluhan, membawahi:
1. Seksi Advokasi dan Penyuluhan;dan
2. Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga.
d. Bidang Keluarga Berencana, membawabhi:
1. Seksi Pelayanan KB;dan
2. Seksi Kepesertaan KB.
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3 ?ﬁgﬁiwaiei:mberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,
1. Seksi Pengarusutamaan Gender;dan
2. Perlindungan Perempuan dan Anak.
¢ Bidang Ketahanan Keluarga dan Keluarga Sejahtera, membawabhi:
1. Seksi Bina Ketahanan Keluarga;dan '
2. Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera.
g. UPTD;dan
h. Kelompok Jabatan Fungsional.

2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang
Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala

Dinas.
(3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing
dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan

bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

(4) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-
masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah
dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

(5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing
dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.

(6) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin
oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggungjawab
kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

(7) Kelompok Jabatan Fungsional bertanggungjawab kepada Kepala Dinas
melalui Sekretaris dan dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi
dengan Kepala Bidang.

(8) Pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional dan pola hub
Jabatan Fungsional diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.
(9) Bagan Organisasi Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan
Perempuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI, yang

merupskan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

ungan kerja

Paragraf 8
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Pasal 17
(1) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terdiri
dari:
a. Kepala,

b. Sekretariat, membawabhi:
1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;dan

2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, membawahi:
1. Seksi Identitas Penduduk;dan
2. Seksi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk.
d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, membawabhi:
1. Seksi Kelahiran dan Kematian;dan
2. Seksi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan
Pewarganegaraan.
e. Bidang Data dan Teknologi Informasi, membawahi:
1. Seksi Data dan Informasi;dan
2. Seksi Pengelolaan Jaringan.
f. Kelompok Jabatan Fungsional.
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(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat ipimpi
seorang Sekretaris yang berada di bawah ydan(ll))’ertdlpmpm' oleh
kepada Kepala Dinas. : anggungjawab

(3) Bidang.-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1 e :
dipimpin Olt?h seorang Kepala Bidang yang %era(d.'zl, gaifgaﬁazmg
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. "

(4) Sub.Bagla-n‘-sut? bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-
masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di
bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

(5) S.ek-si-s.eksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing
dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.

(6) Kelompok Jabatan Fungsional bertanggungjawab kepada Kepala Dinas
melalui Sekretaris dan dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi
dengan Kepala Bidang.

(7) Pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional dan pola hubungan kerja
Jabatan Fungsional diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

(8) Bagan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII, yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 9
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Pasal 18
(1) Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,
terdiri dari: ;
a. Kepala;
b. Sekretariat, membawabhi:
1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;dan
2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
c. Bidang Kelembagaan Masyarakat dan Desa, membawahi:
1. Seksi Pengembangan Kapasitas Lembaga Desa;
2. Seksi Pengembangan Pranata Sosial dan SDM;dan

3. Seksi Perkembangan Desa.
d. Bidang Pembangunan Desa, membawahi:
1. Seksi Pembangunan Desa dan Swadaya Gotong Royong;
2. Seksi Pendayagunaan Sarana dan Prasarana Masyarakat;dan

3. Seksi Keuangan Desa.
e. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, membawabhi:
1. Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat;dan
2. Seksi Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat

Guna;
f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh
seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab
kepada Kepala Dinas.

(3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing

dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan

bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-

masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di

bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.




(5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing
dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.

(6) Kelompok Jabatan Fungsional bertanggungjawab kepada Kepala Dinas

melalui Sekretaris dan dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi
dengan Kepala Bidang.

(7) Pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional dan pola hubungan kerja
Jabatan Fungsional diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

(8) Bagan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII, yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 10
Dinas Pelayanan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Pasal 19
(1) Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal ‘dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu, terdiri dari:
a. Kepala;
b. Sekretariat, membawahi:
1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;dan
2.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
c. Bidang Pengkajian Potensi dan Pengembangan Kinerja, membawahi:
1. Seksi Pengkajian Potensi:dan
2. Seksi Pengembangan Kinerja;
d. Bidang Pengembangan dan Promosi Investasi, membawahi:
1. Seksi Pengembangan Penanaman Modal;dan
2. Seksi Fasilitasi dan Promosi.
e. Bidang Perizinan, membawahi:
1. Seksi Pelayanan dan Verifikasi;dan
2.Seksi Penetapan dan Penerbitan;
f. Bidang Pengawasan, Pengendalian, dan Pengaduan, membawahi:
1. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Perizinan;dan
2. Seksi Pengaduan dan Advokasi.
8 Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang

i IS)?kreta.ris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala

t nas.

(3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing
dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dj bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

(4) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-
masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah
dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

(5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing
dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.

(6) Kelompok Jabatan Fungsional bertanggungjawab kepada Kepala Dinas
melalui Sekretaris dan dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi
dengan Kepala Bidang,

(7) Pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional dan pola hubungan kerja
Jabatan Fungsional diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

7




(8) Bidang Bagan Organisasi Dinas Penanaman Modal sebagaimana
tercantum dalam Lampiran XIV, yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 11
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Pasal 20
(1) Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi,
Usaha Kecil dan Menengah, terdiri dari:
a. Kepala;
b. Sekretariat, membawabhi:
1. Sub Bagian Perencanaan;
2. Sub Bagian Keuangan;dan
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
c. Bidang Perindustrian, membawahi:
1. Seksi Agro Industri;dan
2. Seksi Aneka Industri.
d. Bidang Perdagangan, membawahi:
1. Seksi Pengembangan Usaha Perdagangan;dan
2. Seksi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
e. Bidang Pengelolaan Pasar,membawahi:
1. Seksi Penataan, Ketertiban, dan Pemberdayaan Pasar;dan
2. Seksi Perizinan dan Pendapatan Pasar.
f. Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, membawahi:
1. Seksi Koperasi;dan
2. Scksi Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro.
g. UPTD;dan
h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang
Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala
Dinas.

(3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing
dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

(4) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-
masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah
dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

(5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing
dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.

(6) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin
oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggungjawab

] kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

(7) Kelompok Jabatan Fungsional bertanggungjawab kepada Kepala Dinas
melalui Sekretaris dan dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi
dengan Kepala Bidang.

r (8) Pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional dan pola hubungan kerja
Jabatan Fungsional diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

(9) Bagan Organisasi Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV, vyang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

e




Paragraf 12
Dinas Tenaga Kerja
Pasal 21
(1) Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja, terdiri dari:

a. Kepala;
b. Sekretariat, membawahi:
1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;dan
2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
c. Bidang Penempatan dan Produktivitas Tenaga Kerja, membawahi:

1. Seksi Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja;
2. Seksi Penempatan Tenaga Kerja;dan
3. Seksi Peningkatan dan Perluasan Kescmpatan Kerja.
d. Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja membawabhi:
1. Seksi Hubungan Industrial;dan
2. Seksi Syarat-syarat Kerja;

e. UPTD;dan
f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang
Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala
Dinas.

(3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing
dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

(4) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-
masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah
dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

(5) Seksi-4eksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing
dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.

(6) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (l), masing-masing dipimpin
oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggungjawab
kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

(7) Kelompok Jabatan Fungsional bertanggungjawab kepada Kepala Dinas
melalui Sekretaris dan dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi
dengan Kepala Bidang.

(8) Pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional dan pola hubungan kerja
Jabatan Fungsional diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

(9) Bagan Organisasi Dinas Tenaga Kerja sebagaimana tercantum dalam
Lampiran XVI, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

Paragraf 13
Dinas Komunikasi dan Informatika
Pasal 22

(1) Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika, terdiri dari:

a. Kepala;
b. Sekretariat, membawahi:
1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;dan

2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

c. Bidang Komunikasi, membawahi:
1. Seksi Layanan Komunikasi dan Informasi Publik;dan

2. Seksi Pemberdayaan Komunikasi dan Informasi Publik.



d. Bidang Informatika, membawahi:

1. Seksi Infrastruktur Jaringan Teknologi Informasi;dan

2. Seksi Pengembangan Sistem Informasi.

Bidang Statistik dan Persandian, membawahi:

1. Seksi Statistik;dan

2. Seksi Persandian dan Pengamanan Informasi.

{. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), d}pimpin oleh seorang
Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala
Dinas.

(3) Bidang-bidang sebagaimana dimalf:sud pada ayat (1), masing~masing
dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada _d1 bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

(4) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-
masiné dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah
dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

(5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing
dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yarig berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.

(6) Kelompok Jabatan Fungsional bertanggungjawab kepada Kepala Dina§
melalui Sekretaris dan dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi
dengan Kepala Bidang. '

(7) Pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional dan pola hubungan kerja
Jabatan Fungsional diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

(8) Bagan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana
tercantum dalam Lampiran XVII, yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 14
Dinas Perhubungan
Pasal 23
(1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, terdiri dari:
a. Kepala;
b. Sekretariat, membawahi:
1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;dan
2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
¢. Bidang Lalu Lintas dan Perparkiran, membawahi:
1. Seksi Lalu Lintas;dan
2. Seksi Perparkiran. :
d. Bidang Teknik, Sarana dan Prasarana, membawahi:
1. Seksi Perbengkelan;dan
2. Seksi Pengujian Kendaraan.
¢. Bidang Angkutan dan Terminal, membawahi:
1. Seksi Angkutan;dan
2. Seksi Termial; i
f. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang

S i : :
D‘;nl::fans yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala



3) Bidang_—bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing
dipimzin ol§h seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan
pertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

(@) Sub Bagi:glr}—su.b bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-
masing d]plmpm_olch seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah
dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

(5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing
dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.

(6) Kelompok Jabatan Fungsional bertanggungjawab kepada Kepala Dinas
melalui Sekretaris dan dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi

dengan Kepala Bidang.
(7) Pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional dan pola hubungan Kkerja
Jabatan Fungsional diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

(8) Bagan Organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana tercantum dalam
Lampiran XVIII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini.
Paragraf 15

Dinas Lingkungan Hidup
Pasal 24
(1) Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup, terdiri dari:

a. Kepala;
b. Sekretariat, membawahi:
1. Sub Bagian Perencanaan,;
2. Sub Bagian Keuangan;dan
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
c. Bidang Tata Lingkungan, membawahi:
1. Seksi Perlindungan Lingkungan Hidup;dan
2. Seksi Kajian Lingkungan Hidup.
d. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
Hidup, membawabhi:
1. Seksi Pengendalian Mutu Lingkungan Hidup;dan
2. Seksi Penanggulangan dan Pemulihan Lingkungan Hidup.
e. Bidang Penataan dan Kapasitas Lingkungan Hidup, membawahi:
1. Seksi Pemberdayaan Lingkungan Hidup;dan
2. Seksi Kelembagaan Lingkungan Hidup.
f. Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Persampahan, membawabhi:

1. Seksi Kebersihan;dan !
2. Seksi Pengelolaan Persampahan.

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang
Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala
Dinas.

(3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing
dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

(4) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-

masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah

dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.




TETP—

(5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang bera ,
bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bers

masing-masing
da di bawah dan
angkutan.

dengan Kepala Bidang.

(7) Pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional dan pola hubun

; - an kerj
Jabatan Fungsional diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas. . ok

Paragraf 16
Dinas Perikanan dan Peternakan
Pasal 25

(1) Susunan Organisasi Dinas Perikanan dan Peternakan, terdiri dari:
a. Kepala;
b. Sekretariat, membawahi:
1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;dan
2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
c. Bidang Perikanan, membawahi: !
1. Seksi Produksi Perikanan;dan
2. Seksi Usaha dan Pengembangan Perikanan.
d. Bidang Peternakan, membawahi:
1. Seksi Produksi Peternakan;dan
2. Seksi Usaha dan Pengembangan Peternakan.
e. Bidang Kesehatan Hewan, membawahi:
1. Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan:dan
2. Seksi Pengamatan Penyakit Hewan dan Kesehatan Masyarakat
Veteriner.
f. UPTD;dan
g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh
seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab
kepada Kepala Dinas.

(3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing
dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

(4) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-
masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di
bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

(5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing
dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.

(6) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin
oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

(7) Kelompok Jabatan Fungsional bertanggungjawab kepada Kepala Dinas
melalui Sekretaris dan dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi
dengan Kepala Bidang.

(8) Pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional dan pola hubungan kerja
Jabatan Fungsional diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.
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erah ini,
Paragraf 17
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Pasal 26
1) Susunan Organisasi Dinas P i
( i ertanian dan Xetahanan Pangan, terdiri
a. Kepala;

b. Sekretariat, membawahi:
1. Sub Bagian Perencanaan;
2. Sub Bagian Keuangan;dan
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
c. Bidang Tanaman Pangan, membawahi:
1. Seksi Sarana dan Prasarana Tanaman Pangan;
2. Seksi Produksi dan Perlindungan Tanaman Pangan;dan
3. Seksi Pasca Panen dan Agribisnis Tanaman Pangan.
d. Bidang Hortikultura, membawahi:
1. Seksi Sarana dan Prasarana Hortikultura;
2. Seksi Produksi dan Perlindungan Hortikultura;dan
3./ Seksi Pasca Panen dan Agribisnis Hortikultura.
e. Bidang Perkebunan, membawahi:
1. Seksi Sarana dan Prasarana Perkebunan;
2. Seksi Produksi dan Perlindungan Perkebunan;dan
3. Seksi Pasca Panen dan Agribisnis Perkebunan.

f. Bidang Ketahanan Pangan, membawahi:

1. Seksi Ketersediaan dan Distribusi Pangan;dan

2. Seksi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan.  °
g. Bidang Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pertanian,

membawahi:

1. Seksi Kelembagaan Pertanian;

2. Seksi SDM Penyuluh;dan

3. Seksi Penyelenggaraan Penyuluhan.

h. UPTD;dan

i. Kelompok Jabatan Fungsional. o
(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh
seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab

kepada Kepala Dinas.

(3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing
dipimpin oleh seorang Kepala Bu.:lang yang'berada c_h bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. ;

(4) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-
masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di

bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris. | .
(5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing
dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan

bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.




(6) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin
oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

~(7) Kelompok Jabatan Fungsional bertanggungjawab kepada Kepala Dinas

melalui Sekretaris dan dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi
dengan Kepala Bidang.

(8) Pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional dan pola hubungan kerja
Jabatan Fungsional diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

(9) Bagan Organisasi Dinas Pertanian sebagaimana tercantum dalam
Lampiran XXI, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

/ Paragraf 18
Dinas Perpustakan dan Kearsipan

Pasal 27
(1) Susunan Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, terdiri dari:
a. Kepala;
b. Sekretariat, membawahi:
1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;dan
2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
c. Bidang Kearsipan, membawahi:
1. Seksi Pengelolaan dan Layanan Kearsipan;dan
2. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Kearsipan.
d. Bidang Perpustakaan, membawahi:
1. Seksi Pengelolaan dan Layanan Perpustakaan;dan
2. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan.
e. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh
seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab
kepada Kepala Dinas.

(3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing
dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

(4) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-
masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di
bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

(5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing
dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.

(6) Kelompok Jabatan Fungsional bertanggungjawab kepada Kepala Dinas
melalui Sekretaris dan dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi
dengan Kepala Bidang.

(7) Pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional dan pola hubungan kerja
Jabatan Fungsional diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

(8) Bagan Organisasi Dinas Perpustakaan dah Kearsipan sebagaimana
tercantum dalam Lampiran XXII, yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.




BAB VII

BADAN DAERAH -
Bagian Kesatu

Kedudukan
Pasal 28

(1) Badan Daerah merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah.

(2) Badan Daerah dipimpin oleh kepala yang berkedudukan di bawah dan
bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Paragraf 1

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Pasal 29

(1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah, terdiri dari:

a.
b.

g.
h.

Kepala;

Sekretaris, membawahi:

1. Sub Bagian Perencanaan;

2. Sub Bagian Keuangan;dan

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Bidang Perencanaan, Evaluasi, dan Informasi Pembangunan Daerah,

membawahi:
1. Sub Bidang Perencanan Program

Pembangunan;dan
2. Sub Bidang Data, Pelaporan, Monitoring dan Pengendalian
Evaluasi Pembangunan.
Bidang Perencanaan Ekonomi,
Infrastruktur, membawahi:
1. Sub Bidang Ekonomi,
2. Sub Bidang Sumber Daya Alam;dan

3. Sub Bidang Infrastruktur;
Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia dan Pemerintahan,

dan Informasi

Sumber Daya Alam, dan

membawabhi:
1. Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat;

2. Sub Bidang Sumber Daya Manusia;dan

3. Sub Bidang Pemerintahan.

Bidang Penelitian dan Pengembangan, Membawahi:

1. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Dasar;dan
2. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Terapan.

UPTB;dan
Kelc/)mpok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang
Sekretaris yang berada di bawah dan betanggung jawab kepada Kepala

Badan.
(3) Bidang-
dipimpin oleh seorang
bertanggungjawab kepad

bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing
Kepala Bidang yang berada di bawah dan

a Kepala Badan melalui Sekretaris.




(4) Sub Bagian-Su i
‘b Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-

masing dipim
dan bertagggl?:;j :xl;:bs;:;:gg gell:rala Subbagian yang berada di bawah
(5) Sub Bidang-Sub B; a Sekretaris.
masing dip%m;;ig oBlfl-?ng‘ sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-
dan bertanggungi seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah
glawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.

6) Kelom -
7 melaluxzogeﬁztaa:ig Fc‘lungsmnal bertanggungjawab kepada Kepala Badan
dengan Kepala Bicl-’:lnga,n dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi
(7) UPTB sebagai i
)oleh Seo‘;azgga;(ma;lla dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin
kepada K epala UPTB yang berada di bawah dan bertanggungjawab
(8) P fak a Kepala Badan melalui Sekretaris.
szatz;n?in t_ugas “_]abatan Fungsional dan pola hubungan kerja
ngsional diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan.

(9) g:fa?mgrganisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan
ang m A Daera.‘h sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIII,
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2 !
Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Pasal 30

(1) Susunan Organisasi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah, terdiri dari:

a. Kepala;

b. Sekretaris, membawahi:

1. Sub Bagian Perencanaan;

2. Sub Bagian Keuangan;dan

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Bidang Perencanaan, Pendataan, dan Pelayanan, membawahi:

1. Sub Bidang Perencanaan dan Pendataan;dan

2. Sub Bidang Pelayanan.
d. Bidang Pengelolaan Data dan Penetapan Pendapatan, membawahi:

1. Sub Bidang Pengelolaan Data;dan
2. Sub Bidang Penetapan Pendapatan.
Bidang Penagihan dan Pengendalian, membawabhi:

1. Sub Bidang Penagihan;dan
9. Sub Bidang Pengendalian dan Pelaporan Pendapatan Daerah.

Bidang Penganggaran dan Perbendaharaan, membawabhi:
1. Sub Bidang Penganggaran;dan :

2. Sub Bidang Perbendaharaan.

Bidang Pengelolaan Aset, Membawabhi:

1. Sub Bidang Penatausahaan Aset;dan

2. Sub Bidang Pemberdayaan Aset.
h. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, Membawahi:
1. Sub Bidang Akuntansi;dan

9. Sub Bidang Pelaporan Keuangan Daerah.

i. Kelompok Jabatan Fungsional.




2) Sekretariat : ;
o Sekretaris y:t;bga%?g;n - .dlmakSUd pada ayat (1), dipimpin oleh seorang
Badan. @ di bawah dan betanggung jawab kepada Kepala
3) Bidang-bid :
( )dipimgiﬂl oaile]l% Ss‘zbagaumana dimaksud pada ayat (1), masing-masing
bertanggungjawabolzang Kepala Bidang yang berada di bawah dan
(4) Sub Bagian-Sub B ePada Kepala Badan melalui Sekretaris.
masing dipimpin ola%:an Sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-
dan bert .2 €7 seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah
5) Sub B'dangguna‘”ab kepada Sekretaris
u & : :
4 masin; :::frf 112 Bl‘dhang Sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-
dan Boptany oL Seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah
(6) Kelompok J gtlyl gawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
A avatan Fungsional bertanggungjawab kepada Kepala Badan

(7) EZLaftsan;ﬁn tugas Jabatan Fungsional dan pola hubungan kerja
i an ngmogal diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan.
(8) Dagazh Orgams_am Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
g aer §ebaga1m'ana tercantum dalam Lampiran XXIV, yang merupakan
agian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

: Paragraf 3
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Pasal 31

(1) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia, terdiri dari:
a. Kepala;
b. Sekretaris, membawahi:
1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan:dan
2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
a. Bidang Administrasi Pegawai, membawahi:
1. Sub Bidang Perencanan dan Formasi Pegawai:dan

2. Sub Bidang Administrasi Umum Pegawai.
b. Bidang Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Pegawai,

membawabhi:
1. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan:dan

2. Sub Bidang Pengembangan Karier Pegawai.
c. Bidang Pembinaan dan Informasi Kepegawaian, membawabhi:
1. Sub Bidang Pembinaan Pegawai:dan
2. Sub Bidang Informasi Kepegawaian. '3
: : : 1), dipimpin oleh seoran
aimana dimaksud pada ayat (1), dip g
2 g:g:::ﬂ:ty:;bgalgaerada di bawah dan betanggung jawab kepada Kepala
Badan. G :
: . imana dimaksud pada ayat (1), masing-masing
(3) c?ild‘ang:bldalng Zigigflgn Kepala Bidang yang berada di bawah dan
beplmpm o ? b ikerads Kepala Badan melalui Sekretaris.
rtangg}ma -n sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-
(4) Sub'Bagl_a.t‘f-Sl.li::?1 gfﬁeorang Kepala subbagian yang berada di bawah
o b taegungjawab kepada Selcetaris.
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(5) Sub Bida-ng-Su.b Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), {nasing_
masing dipimpin oleh Seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah
dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.

(6) Kelompok Jabatan Fungsional bertanggungjawab kepada Kepala Badan

melalui Sekretaris dan dajam melaksanakan tugasnya berkoordinasi
dengan Kepala Bidang.

(7) Pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional dan pola hubungan Kkerja
Jabatan Fungsional diatur Jebih lanjut oleh kepala Badan.

(8) Bagan/ Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXV, yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII

KECAMATAN DAN KELURAHAN
Bagian Kesatu
Kedudukan Kecamatan

_ Pasal 32
(1) Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi

penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan
masyarakat desa dan kelurahan.

(2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh camat

yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada bupati
melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Kedudukan Kelurahan
Pasal 33
(1) Kelurahan merupakan perangkat kecamatan yang dibentuk untuk
membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat.
(2) Kelurahan dipimpin oleh kepala kelurahan yang disebut lurah selaku
perangkat kecamatan dan bertanggungjawab kepada camat.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi
‘ Paragraf 1

Kecamatan
Pasal 34
(1) Susunan Organisasi Kecamatan, terdiri dari:

a. Camat;

b. Sekretaris, membawahi:

1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;dan

2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
Seksi Tata Pemerintahan;

- Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
Seksi Kesejahteraan Rakyat;

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;dan
Kelurahan.

® =0 a0
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(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang

Sekretaris Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab
kepada Camat.

(3) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-
masing dlplmpm_oleh Seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah
dan Pcmg@ngawab kepada Sekretaris Camat.

(4) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing
dipimpin olf:h S€orang Kepala Seksi yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Camat. ;

(5) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan perangkat
Kecamatan yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala
Kelurahan yang disebut Lyrah yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Camat.

(6) Bagan Organisasi Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran

XXVI, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini.

Paragraf 2
Kelurahan
Pasal 35
(1) Susunan Organisasi Kelurahan terdiri dari:
a. Lurah;
b. Sekretaris;

c. Seksi Pemerintahan, Ketenteraman, dan Ketertiban Umum:dan
d. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.
(2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Sekretaris
Kelurahan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Lurah.
(3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing
dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Lurah melalui Sekretaris.

(4) Bagan Organisasi Kelurahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran
XXVII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
BAB VIII

TATA KERJA
Pasal 36

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Organisasi Perangkat Daerah, dan
setiap unsur di setiap Organisasi Perangkat Daerah serta  pejabat
fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi.

Pasal 37
inan dalam lingkungan dinas daerah wajib ‘mengawasi
adi penyimpangan agar mengambil langkah-
ai dengan peraturan perundang-undangan.

Setiap pimp ; !
bawahannya dan bila ter
langkah yang diperlukan sesu

Pasal 38

5 jaitas ingkungan dinas _daerah bertanggungjawab

Setlap p lm;uclzzooﬂik:nn dangmemberikan bimbingan serta petunjuk
memimpin, g

bagi pell;ksanaan tugas bawahannya.

P ——




) Pasal 39
. ahan yung e O pim
dipergunakan sebagai bahap Pe€nyusunan |a
memberikan petunjuk Kepada

awahan,

pinan wajib diolah dan dapat
poran lebih lanjut serta untuk

b Pasal 40
Setiap Organisasi Pel‘angkat D
jabatan, analisis bebankerja

aerah menyusun analisis jabatan, peta
dilingkungan Organisasj pera;-l

dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan
gkat daerah Kabupaten Temanggung,

a g-masing untuk
akuntabilitas pyblj alui Penyusunan peren;:
pelaporan Kinerja yang terj i a

lingkungan Organisasi

: . Perangkat
menglkt}h an mematyhj Petunjuk serta bertanggung Jawab
kepada atasan Masing-masing dan menyampaikan laporan  sesuaj
ketentuan perundang—undangan.
BAB X
JABATAN
Pasal 43

(1) Sekretaris Daerah
Jabatan Eselon Ila

(2)
(3) Kepala Bagian, Sekretaris

(4) Kepala Bidang pada Dinas/Badan dan Sekretaris Kecamatan
merupakan Jabatan Administrator atau Jabatan Eselon IITh

(5) Kepala Sub Bagian Sekretariat Daerah /Sekretariat DPRD/InSpektoa:_/

Dinas/Badan, Kepala Seksi pada Dinas, Kepala Sub Bidang pada
Badan, Kepala UPTD /UPTB, Kepala S

eksi pada Kecamatan, dan Lurah,
merupakan Jabatan Pengawas atau Jabatan Eselon Iva,

Kepala Sub Bagian Kecamatan, Sekretaris
Kelurahan, Kepala Sub Bagian Tata Usaha
Pengawas atau Jabatan Eselon IVb.

6 Kelurahan, Kepala Seksi
(6) UPTD merupakan Jabatan

BAB X
KEPEGAWAIAN
Pasal 44

i ional Umum pada

j jabat Fungsional, dan Nngsmx‘l :

zejaba:t S'tr;:::rl;zll;atp?)zmrah, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati
isasi 3 .
sersg::i dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan




Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 21 Desember 2016
BUPATI TEMANGGUNG
ttd
Diundangikan di Temanggung M. BAMBANG SUKARNO
pada tangigal 21 Desember 2016
SEXKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG
ted
BAMBANG AROCHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2016 NOMOR 60
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BAGAN ORGANISASI

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

LAMPIRAN IlIl:  PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 60 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN, DAN TATA KERJA
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN

TEMANGGUNG
Sekretaris
DPRD
& KELOMPOK Bagian Bagian Bagian
JABATAN Umum dan K . Rapat dan Perundang-
euangan
FUNSRINAL Hubungan Masyarakat . Undangan
) | e j|L
: Sub Bagian
Sub Bagian :
- Tata Usaha dan o Per m%nm:mm: dan 5 mcw mmom_%: e
Kepegawaian nggaran apat dan Risala
. : Sub Bagian
Sub Bagian Sub mmm_m.s Alat Kelengkapan
4 Rumah Tangga dan - Akuntansi _ dan Aspirasi
Perlengkapan
Sub Bagian : Sub Bagian
Hubungan Masyarakat Sub Bagian Legislasi dan
dan Protokol Perbendaharaan Perundang-Undangan

NTP—1960227 198303 1 013

BUPATI TEMANGGUNG

t.t.d

M. BAMBANG SUKARNO




ONUOOMAMIT ITAGUB MASIUTAAZS VI UAAITMAJ
¥ 810S MUHAT 08 AOMOU TAAOTAIA2ZUI
QUATUIT OVUDDNAMIT UITAGUEAA
LAIN ATAT MAG MAMUZUZ MANUQUAIA
ITAGUEAN HAR3AD TANOUAAIG [2ASIMADSO
OUUDOUAMIT
# AUTAI9EHUI
Isihsisnied
1
neips8 dud neips8 du2 ined du2
izsizinimbA nsb iesulsvd :ﬂﬂmmg mﬂ_on
mumU nsb neoqgsieq
4 VI uinsdmed wiisgenl | | Il uinsdms9 whieqerl | | Il uinsdma9 whisganl | uinsdma9 wiAsgenl
| 1 | |
netedsl dogmolsA nelsdsl NogmolsA netsdsl dogmolaA neisdsl Nogmolo
lsnoiepnud Isnoizpnu3d lsnoiepnu3 Isnoiepnud

OMUDOMAMAT ITAIUE
b1
OUAANUZ ONABMAS M

12A2INADAO VADAS




ONMWINS ONVEWYH W

P

ONNODONVWAL LIVdNY

s

ebuy yeio
18Y08

e e o e st

ueepnuadey|
1syeg

[ ebey o
uep ueepnwaday
Buepig

€0 L E

0c861 L22096.-at
1) eulquwRd

ALY 1TV

ONNDONVING
uByipipUag UENIES
uep QLdn ehul
. - & 2 . : ewepey yebuauapy JBse(] Yyejones Nd Uep aNVd
e >£ﬁ%%;§u=a¢ || ueioes euesesery | pURJESEId UB() BURIES | cm._ﬂu_%_._oaovm ebeus) .
ue(] euries 1s¥eg 1S%8g uep yipipuad 1s)es
URRIDIASOY| URYIPIPUD g ;i 1858Q Ue|0X93 mmcw,,_: m:“m oyes
5% _hoov__n_ 4 yebusuapy yejoNes - UREMS|SOY| - c.%__u_cc%nﬁx m__m -
SRR aniohiiaied | 4 IR it Isyes uep YIPIPURd ISHOS
g esn ewepag yebuouaw 1ese(] YejoNes Jeseq yejoyes
youy ueyipipued | Nejoyes uexipipuad nini ueipipued mnw - |4 | uexpipuadey ebeusy
18405 ueQ) WYLy 1SY9S uep WnnyUNY| 1508 uep YIpIpuad 1s3es
RO T e ey e —— |HEER
ﬁ [PULO UON puwepad yebuauapy Jeseq ye|on9s ueyIpipuad Naisasa
ueyipIpued uep aNvd YRIONOS UBRUIQUIaY UESUINSG eisnue ekeq Jequing NVLVEVT
ueeuiquIag Buepig buepig Guepig Guepig HOJNOT)

i eyt oA

NALVENEW HVEva

r.m..._l.l.l.......l.ﬁ...hw % .|.|..I......|.I.L..,T.H.I.I._I.I.I.I.i;
 ueemebodoy uebuenay| e——
p Wiy -~ < "

ueibeg qng ueibeg qng ueibeg qng _

—— 1 ST _

_ o s o e o s

/ JeuRjRINeS
1
e UG IO
DOONVHED ISYSINVOYO
YEMENM VIVL NYQ 'NYNNSNS 'NYXNONOaN YIVd3IN

ONVINAL
Q108 NOHVL 09 HOWON

10 PR |

ONNODNYNAL IVANENYHOLVHRD T A NVHIdWY

ONNOONVWIL NILVdNGWH

i et et

VOWY HVY10 NVA YANW3d ‘NYMIAQIAN3d SYNIQ
ISVSINVOHO NVOVE




ONYYYNS ONVENVYE ‘N

- PN -
aLdn ONNOINVINI L NF
ONNOONVWIL ILvdNg N0
eAul|SE cmmcwu_.
uejeyasay| e BMI[ UBJEY3SDY
ISEULIOJU| Wa)SIS uep 12l uep Je|nuay YepiL .
eisnuepy ekeqg Joquing [ nnpy uejeybuluad i WeAuad uelepusbuag [ [Ueleyasay ‘uebunybur J
uebuequiabuagd 1syag IS¥8S uep ueyebaouad I1S)9S uejeyaluad 1493
UBJeyasay| uejeyaqiag PR TR 1exeleksep
uep uewnuily || | ebienjay uejeyssay | cmmﬁm_smﬁmw_.mcmn_ %mn ¥ ueedepiaquiad |
‘uBUB)RI ‘ISBulle 4 IS¥3S 5 UBp UBJRYDSDY
IS¥aS = Heieieoea s ISOWOld 1S¥3S
Ueleyasay, jefy it 1 oo b :
uep eueleseld eueles || il al ol b ISesiunw| uep | _wv_.mw
S EN ISYOS SUB|IBAING ISY2S
— " — = CEEE
uejeyasa) uejeyasay ueuekead I¥eAuad uelepuabuad 1exelefseyy uejeyasay) TYNOISONNA
ekeq Joquing 3 m%mu_m uep ueyebaouad buepig NYLVEYr
Buepig . Buepig wodwomx |
T I PSSR B EoNEReWRCe eI W e o
— S B W — S— W— — — — — 0 — — lﬂ
uelemebadayy uebuenay UBEBUBIUSIS] "
uep wnwn uelbeg qng
ueibeg qng . ueibeg ang _
L e
. 20 &
ﬁ JeuRjanes ’
ONNOONYWIL 1
NIALVANEYH HYHAYA LYHONYHAd _@qm,zﬂwmw_
NTEIN VIVL NYA 'NYNNSNS ‘Nywnana3
ONYINAL ’ VY3 ONNOONVYNITL NILYdNGWH
9102 NOHYL 09 HOWON NVLIVHIS3M SYNId
ONNODMYWILIVANE NYHALYEAE ‘A NN

ISVSINYOYO NYOvs 3

i e e A S

P P T R T e g 4




B N PR B W Y R - T T S SN I G e JTS

ONYVYXNS ONVEWNYE W

€10 | €0EB6L NNND. :

P13 ONN
ONNOONYIWIL 11VdNg aidn eAurSe uebuap 1Y
ISYnijsuoy esep ueyeuepad bt i Jiy eAeq Jaquing uejequap ueq uejer
ISY9S 1 IS¥ag 1 SEPHBUENIING -5 ueejeuad uep [ | ueeseyjowsquep [T
) : uebuequiebusd isyes ueejojabuad Isyes 1sesado 1syes
wnwpn Bueny eje wnuip iy
uejer uebuessuay H L2llepuabuad uep H uebuequabuay - _Mmmw_“_m“”w %M“uccmmvm - uejequsp ]
IS}ag uejejuewad I1S¥aSg ISELS _mEm.aO ok EIS
Bueny eje isebu) uep Bunpuag ;
bt . cmmcmm:emﬁa . cm::mcwm%msmcmn_ . ISejliqeyay uep M uejer #
s S HASS ueunbuequiag I1syes 194eS
"R ST — = vl 5 EnoE
ISYNI)SUOY BSEp ueyeuepad uep UBWINULRY UesEME)| 1y efeq Jjoquing ey
uep ejoy eje| bueny ejey UEp UBYBWNISY : Buepig G TYNOISONN
Buepig Buepig ‘ekiey| eydin) Buepig : e B muuﬂ%mx
i AR ISne U Y e RERE T B O SR e B USR5
L i L 3
wejemeGaday uebuenay ueeuBOUSIa “
uep wnwpn 4]
ueibeg qng it ueibeqqns .
I I | 5
—.I.I.I-'-I-I-I.I-
f ETENER
1 ONNOONVYNIL NILVdNgwH
ONNOONYWIL NYWINNWYEId NVSYMYA
NALVANEYA HYHIAVA LYAONYHIAd ISYSINVOHO ‘
NOEIN VIVL NYQ 'NYNASNS NYXNANQ3IN / CAVAEN NVA NVHYAN¥3d "WNINN NYVYrEX3d SYNIQ
ONVINAL
9102 NOHYL 09 HOWON

DNNDONTNRL NGOG NTENLTERd WA N RdNY L

i st o o St A et S B e e i

ISVSINVONO NvOvg



ONYWINS ONVEWVE W ,

P1
ONNOONVYWIL ILvdNg nedng ueinjelad
ueleyeqay " uep yeseeq
SRR ] ueinjelad ueyebsuad
1exereAsepy
eeseAsel uewWeLusjey
uebunpuipag i uep wnwp ueqiualay ||
3] BEN Is}es i
_ G BEEER
ueleseqa) Wwepewsd wnwn ueqiualey
uep jeyeieAsep UBp UBLUELUB)OY TYNOISONNS
ueBunpuiped Buepig buepig i
| PN SRR B MR T
e
ueilemebadayf uebuenay _
uep wnwpn uep ueeuesualad _
ueibeg qng ueibeg gng _
[ | _
| pj—————————d
EIEEINE
l
YIVd3IM
ONNOONVNIL
NILVANEYY HYH3Iva LYMONVHId ISYSINYOHO
¥rY3N VIVL NVQ ‘NYNNSNS ‘NYINANA3X ONNOONVYWIL NILVdNavX
ONVIN3L y NVHEVAVYE3IX WVYAVINId NVQA YI'ved ONOWYA ISITOd NYNLYS

9102 NNHYL 09 HOWON
ONNOONYWIL LLYANE NVHENLYYEId 1A NYHIdINYT ISVSINVOYHO NYOVE




€10 | €0EB6L L220961

1ML BUIQUISZZ o g g
ON¥WYYNS ONVEWYE ‘W, WIN 'HS ‘O e
‘
P17 g i
ONNSTNTWI L SIS S b
ONNOONYIWIL I LlvdNg NN NV >
eAwfSe uebuap | euleg ,v\v
,@v.\r ....r\
g HYM
bueiQ uebuebepiag o N
uejuay yelseq uep Cmmmmﬂew_mx ueqioy uep [BISOS BUN) mm.hm:—mv.—
ueejo)Iad unisiy Jeq4 uep ‘jexesedseyy L sejiiqesiq buepuehuay |- [EISOS ueuUiWep
veusbueus  fsyes uefepiaquiad 1syes ISE}IIIGeYaY I35 1393 i
ebien|ay| %
peeserecitott | [ wopvobomna || [ esnmeruep || [~ovesmon ewoy
i 1| ueeepioquag | | euvisemqeyey | uerRInpUpIne S
| 1403 BES it
T —— e S e ————1 e ——
UIASI Ji¥e e le1sos [e1SOS URUIWIEY L
veuebueuay oo e . ISej|iqeyay uep uebunpuipay VNOISONNA
Buepig Buepig buepig Buepig NYLYEVT
! - AOJWOTIN
G I.|.....I.Ii..I.P.l.l.l.q.l.l.l_!. e s i i g R
uejemebaday uebuenay UBBUBOUBIDY I
uep wnwn
s Sungen. ueibeg qng ueibeg qng _
| | _
_ et s e
IEIEEER
S L
ONNOONVYWIL
NILVANEYY HYHIVA LWHIONYHI ISYSINYDHO VIVd3IN
VIE3IN VIVL NYA "NYNNSNS ‘NYWnanaax OZD@OZ<§MH NILYLNGY
ONVAINIL
9102 NOVHY1 09 OWON - IVISOS SYNIQ
ONNOONYWIL INVANENTUNLYEID %) NYHIdWY

ISVSINVONO NvOvg



ONIWYYNS ONVENYE ‘W
P13

ONNOONVYW3L IlvdNg

ueejesmueday
ueebequajay
UEP NQs ueeuiqusy N
IS}as

€101 nommmr \.NNowm_‘

E]ESIAA 1SOWO, m>m_u:m
M ! 1d a Uep 1uag .mwm_._mm ™
IS¥8g 1s%as
Ejesipm _wmc:mde efepng Jebeq .
cmmcmnswmcwa H |Uelejsajed uep yeselag | . S
ISYag IS)ag
— POt s
] ] - |
ejesimued ueefepngay
Buepig Buepig ._<nm»_mm% ?
YOdWO13N
—.I. ..I—I.ll—.l...lul..llnllnl-P-l-l-l.lnl.l.:‘u
uelemebadoy) uebuenay |
uep wnuwin uep ueeuesualad I
ueibeg qng ueibeg qng |
= | m
Jeuejansg i
|
ONNOONVYWIL
NILVdNavy Hvd3ava H<xoz<mmn.m ISVSINVOHO VIVdar
YiY3aX ViVL Nvad ‘NYNNSNS Z,qzwmmﬁmm ONNOONVINIL NILYdNGYN
i
§ 910Z NNHY1 09 HOWON

ONNOONYWIL LIVANG NYENLYHID "X NYHIdWY

VLVSIMIYVYd NVA NYYAYANg3¥ SYNid
_w<w_2<0m0 NVvOvsg




ONYWYNS ONVYEAVE W

€10 | £0£86} L2Z0964~dR
1511 euiquisd’ (0N Vi,
i K e

WIN 'HS 'OXQUIFIE

/

Pl
ONNOONVYWIL ILvdNg aldn vy’
eAulise uebuap 1erneFs
Yeuy uep ebienjay Isewuoju| uep
:Mwﬁﬂmm m%hmm_wx - uendwaiad . gy ueepasaday L hnpnpuad ueiepuabuad |-
PIQHISd 19998 1 | ueBunpuiag 1syeg Is¥oS ISYa8
ebienjay 18pusg ueyn|nfuad uep
UeueueleNeUg  H | ueewejnsniebuegy H @i ueueiged . L ISEXOAPY -
ISYas IS%85 IS¥eg LS 3
R  smporrepeis | MRS I
essjyelag ebienjay yeuy uebunpui LHEL
: IHad ueyn|nfuad
uep ebienjay uep uendwaiad euedualag ebienjay uep Ynpnpuad TYNOISONNA
ueueye)ay buepig ueAepiaquiad buepig Buepig uelepuabuag Buepig xuuw.%.ﬁv_
R R SR L I.Ii..._!.r.l.l.li,._I.I.I.I.I ..... B SR
ueiemebaday _
uep wnuwpn uebuenay UEBUBOUBIaY I
ueibeg gng ueibeg qng ueibeg gng _
| | _
1-IIIII-IIIII-iI
jeuejaIyasg
1 ~
VIVd3A
ONNOONYWIL
3UVANEYH HYY3VA LHIONWNIA ISYSINVONO ONNOONVIWIL NI LVdNEWH

fE3IN VIVL NVA 'NYNNSNS ‘NyMNana3x
ONVINIL
9102 NNHYL 09 HOWON

ONNDONYWIL 1IVANE NTENIYEID 1 NYHIdWY

. >IVNY NVONNANITY3d NV ‘NYNJAINId NYVAYAYIGNIS
VNVONIH38 YSHVYNTIIX MNANANI NVITYANIONI SYNIA
ISVSINVOYHO NvOve




ONYVXMNS ONVEAVYE ‘W

€10 | C0E86) L22096) ch
1AL BUIGWSEZ o ON b\
W ‘HS "'OMQI

P13
ONNOONVYWIL 11vdNg ONN p &\
eAuyst uebuap'ie
ueeseBbauebiemaq uep npnpuay Ueejepuad
cmmm>m_oa _mw>os L | Yeuy Smigj§ Ueyeqniag g x:ﬁuumcsmo yepulg
p BWegS eliay ‘UBlRIB0Iad ‘UBUIMEN IO 19%03 4
IS¥8S (SIS :
X | uexnpnpuadey uelewsy

ISEJ}SIUIWPY ISeWLIOjU] H uep ueliyejey| - jynpnpusd sejjusp| L

ueejojabuad Isyag ISY9S IS¥3S

| e | SRR

EJe UEJEejuBWag ™ v_%:u.com [ ]] ]
_m%m_,,___mhw@:_m%mww:_ eieleanad LewefeiRd | - |ueseyepuad ueuedejad | | TNOISONN
. S : uepl 5wl

ueejojabuad buepig P Buepig dodwony |

|
FlltlllllllllllilI—IlﬂllllllIIII'l — — — — - — ’.W’

uelemebaday uebuenay uep |

uep wnwn UeBUBOUBIaY _

ueibeg gng ueibeg qng _

L | |
_ qu.I.I.IIIIIII
ETEETNEIS
o L
ONNOONVYNIL :

NILVANEYA HYHIVA LYNONVHI ISVSINVONO

VIVd3aN

VIY3N VIVL NVA ‘NYNNSNS ‘NYMNana3ad
ONVINIL
910Z NNHVL 09 HOWON e
ONNOONYWIL1IYdNE NYENIVHId 11X NYHIdAY




ONYWNS ONVEWYE ‘W

P13
ONNOONVYW3IL I1vdng Bsd
esag uebuenay cmm:mnwa 134
Bung Jeday iBojouxay jeyesedsepy Was
uep wejy efeq jsqung h Bueleseld eueleg M cmm,_wmc_mmmhwwﬂﬁn_
UEJEBjUBWR] IS¥BS ueunbefepuad isyeg IS¥9S
1exesefsepy Buofoy Buojog ebequa Mﬂ_wmamv_
lwouoy3 eyesn M ekepemg uepesag | uebuequobusg M
uebuequiabuay 1syeg ueunbuequiad Isyeg IS¥8S
| rEme e | BT I
JexeieAsep €seQ es8( uep Jexesefsep EERE
ueeepiaquiag ueunbuequay ueebequia|ay TYNOISONNA
buepig buepig Buepig ﬁﬁ@
w —UIIIIIIII I'IIIIIIIl'_Illllll‘lllll.ll_l.l.lll.l. ;
lﬂ l
ueiemebaday uebuenay |
uep wnwn UBp UBBUBOURIAY |
ueibeg qng ueibeg qng i
| | J =
Illllllllllllllm
i
™~
ETEINETS
| B
ONNOONVYWIL \NNSD
NALVENAVH HYHIVA LVHONVEIL ISYSINYORO ke vS3a Nva m.wza
VTHIN VIVL NVYQ 'NVYNASNS ‘NYWNANA3n X
ONVINIL
SLOZNOHY 08 HOWON

Y

NAYHA

i e

-

o




ONYWYNS ONVEWVYE ‘W
P}

ONNOONVYIIL 11vdNg efuyse’u

ISEYOApPY R eliaury
uep uenpebuaq | Mo %ma | 1sowoiq uep isejseq uebuequabuaq |
IS¥ag 1S%05 IS)ag IS¥eg
i ISexlap [epOyy UBWeueUaY
ueliepusbuad uep || vep Gevekejoy b uebuequibuay |- ISUB)0d cm__.mv_mcmn_ ¥
uesemebuad 1syes . Is¥es ISag
re———. o o [\
uenpebuay LLL LI}
; d VeuiZSg ISB)JSBAU| ISOWOI ellaury . ,
uep cmw_mucmm usd i uep uebuequeabuay uebuequiabuad uep YNOISONN
uesemebua buepig pig Buepig Isuajod uellexbuag Guepig Bt
—llrllulniulnlnlclul -h-l-qllnllltl-r-l ll.lllnlnlllullﬂl lllll-l-ll.ln.
ueremebaday - uebuenay| I
ueq wnwi Uep UeeURIUBIEY |
uelbeg qng uelbeg qng |
. . m
q-'-l-l-l-l-l-l-l
ETEIEINCI
L
ONNOONVINIL Vivd3aM
NILVANEYH HYNIVA LVHONYEId ISYSINYDHO
NTEIN VIV NYQ 'NYNASAS ‘NYMNANA3N
ONVINAL
9102 NNHY1 09 HOWON

ONNDONYWAL LINANS NYENIVEIA A NYEIdWY




ONYWINS ONVEWYE W

VIE3N YIVL NVQ ‘NYNNSNS ‘NYINANA3IN

ONVLIN3L

9102 NNHYL 09 HOWON
ONNOONYWIALLIVANB NVHENLYEId AX NYEIdWY

HYONINIW NV -
- ISVHION ‘NVONYOYANIe

mm wr.u.

P11
ONNOONVINIL 11¥dNg el
:mom”_h_kww_wﬂw i Jesed uejedepuay ewr iyey buebepad
uap veedepisquey || UEp UBUIZUIAY  h ueeepioquay |- LjSNpU| BYBUY
ISYeS IS¥eS Uep ueejeuad Isyas SEN
45 lesed ueedeplaquag
Iseladoy uep ‘uequejey | ueburbepiad eyesn || uysnpu| oiby
EN ‘UBBJRUR 1SY9S uebuequiabuad Isyes ST
e = e .
yebuauajy EEEE
Uep [198) eYesn Jesed uee|ojebuay uebuebepiagd uelsnpuliad WNOISONNS
‘isesadoy Buepig Buepig Buepig Buepig NYLYaYr
¥OdWOT3N
FIIII[—I N — — —— — LIIII'I.I.'.I.I- L.I.l.l.'.l.h
:m_mm%rm_._ﬂwmmx ueBuenay ueeUBOUBISd “
beg gn )
ueibeg qng ueibeg qng ueibeg qng _
_ I i
ml-l-l-l-l-l-l.l-l-
Jeuejones
-~
I
ONNOONYWIL
NILVANEYH HYHIVA LYIHONYH3d ISVSINVOHO VIvd3A




TSI |

€10 L €OE86L £220
1ML euiquiay

IVNOISONNS
NvLvavr
HOdWO13N

- atdn
ONYWINS ONVENVYE ‘W eliay| uejedwasay
P11 uesenyad uep
ueje)buiuad 1syeg
ONNOONVINIL I1vdNg
eliay eliay ebeua|
jesefs-jeleks § uejedwauad
ISX8S SES
eliay ebeus|
e e SEJAINPOIJ
ueBungny uep ueynejed
IS¥3g SYELS
| B [
ZIEN
jesekg-jeieAg uep eliay ebeus|
|eusnpu| uebungny SEJIANPOI uep
Buepig uejedwausd buepig
r.IIJl I."Illll'—l.liilllll
uelemeBaday uebusne uep i
uep wnwn ueeueoualad .
ueibeg qng ueibeg gng _
ey 1| |
Mlolllnlllllnlll
TS EINEI
S I
ONNOONVWIL

NILVANEYH HVHIVA LVMONVHId ISYSINVOYO
YOEIN VIVL NVA 'NYNASNS ‘NYMNANAa3A
ONVINIL

910Z NNHY.L 09 JOWON

ONNOONYWIL 1IVdNE NVHENLYHId [IAX NVHIdWY ]

s T e ey L

VIvd3A




ONYVXMNS ONVEWVE ‘W
P13

ONNOONVINEL I1VdNg

W ‘HS ‘OM

€10 | €0€861 LZZ0QB4—ath

%1 euiq

ONNOONYWIL

NILVANEYA HVEIVA LVIONVEId ISVSINVOYO
YOHIN VIVL NVA ‘NYNASNS ‘NvXNANa3ay
ONVIN3L

9102 NNHVL 09 HOWON

S— — — — — — —

B e S

uejemebaday uebuenay| uep
uep wnuwip UeeUBdUBIaH
ueibeg qng ueibeg qng
L ]
_ mIIIII.'lI'lII-
jeuejalyes

ONNDONYWIL LLVANE NVHNLIVHA (IIAX NYHIdWY

Alignd Iseuuoju
Isewoju| euewebuag | Isewsoju waysis | uep _wmx_SEn_L
uep uelpuesiad uebuequiabuay cmmwm_u._.onEwn_ b
1948 IsYag SIS
Mshels i 1sewsioju| 16ojouxal Alignd Iseunojuj uep
1S40 uebuuep inpingseqyu; |7 Isejiunwoy ueuefe] H
S EY 15495
| e T | BT I
uelpuesiad .... ;
uep yisnejs eyljleusou| ISEXIUNWOY IYNOISONNS |
buepig Buepig Buepig Hvkest - 3
MOdWO13H
T I




e

ONYWYNS ONVENVE W

P
ONNOONVWIL ILYdN8
UBBJepuay|
[euluua| k& ueiinbuay E uesnpediag L
IS¥93 _wxmw Is¥es
ueynybuy 1 ueybusqied | seurne] |
ISYeS ISY9S ISyeg -
|euiula] eueleseld :m.__x.,_ma.am ! e
uep uenybuy uep eueleg jluyal uepsejune] |
buepig Buepig buepg
—llllll — E— — — — L'I.l.lll.l.l.l :
|
ueiemebaday uebuenay I
- uep wnwn UBp UBBUROUBIA] _
uelbeg qng ueibeg gng I
[ ] I
EIETNEIS
1
ONNOONVYNIL YIvd3aM
N3LVdNEWVY HYH3VA LYMONYYE3d ISYSINYOYO _ :
VrYIN YIVL NVQ ‘NVYNNSNS ‘NYXNANa3n
: ONVLNIL
9102 NNHYL 09 HOWON

ONNOONYWIL ILVANE NVENLYYId IIAX NVEIdWYT

ST &




€101 mommmr \.NN.OV\.IA. N

ONYWXNS ONVEWYE ‘W
P13

ONNOONVIIL I1VdNg

dnpiy uebunyBuiq dnpi4
ueyedwesiay : : dnpiy uebunybur
uee(o[aBuay - ueebequisjoy = UeynwWa uep ..4 uebunybury ueiley;
S 1495 uebuejnbbueusay isyag IS¥8S
i d Bunyb
- dnpiy ueBunybur NPIH uebunybuiy dnpiy uebunybuiy -
ueyisiagay| | 355 | § 7
ISyag ueefepiaquiag MmN cM_M%Mmmcwm uebunpuisg :
Is¥os . ISYog
ueyedwesiay dnpiH uebunyBury dnpiy uebunybu EETE
ueejojabuay uep sejisedey st uebunybun eje; TYNOISONNS
uep ueejeuay UEP UeJEwaouay Buep
Ueyis1aqay buepig Buepig ueiepusbusy Buepig Pig v_uw_.ﬂ%.m__,v_
_.I.I.I.I.I.I...l.l_l.l. Saant U RSN Y S e
H rllllhlll.'h
uelemebads |
: A uebuenay, ueeueousiay |
UEp winwin ueibeg qng ueibeq an :
ueibeg qng . ibeg gng 1
e | |
mI-I-l-lllilllll-lllll
ETIEINER "
| T
ONNDONYWIL
NILVdNEw Hvdava IVHONYYId ISYSINYONO YIVdIN
ViE3IN YiVL NvQ ‘NYNNSNS ‘NYINANa3In
ONVINIL ONNOONYWIL N3LVdNgwy
9L0Z NOHYL 09 HOWON :
ONNDONYWIL 11¥dNE NVEN VI KX NYHEIdWY

dNAdIH NYONNMONIT SV¥NIg
ISVSINVOYO Nvovg




]“

€10 | €0E86) LZ20961 dIb

ONYWYYNS ONVENVYE ‘W

P13 ONNOONVYINT vE
atdn WNXEAA NVYIRY /a
ONNOONVIWIL [1¥dN8E b 0
JBULBIBA ueeulajed ueueyuad
jexeledsepy uejeyasay uebuequabuayg uebuequiabuag
uep uemaH yeAuad .4 uep eyesn uep eyesn
uejewebuad 1syeg IS}2S ISX9§
uemaH Jehuad
uesejuelaquag W ot s i UBUBNUS ISYNPOI
uep ueyebaouayd ISHpoNg (SIS =
IS}ag ISYeg 2 —
e oy I
CEEm
UEMaH uejeyasay| ueyeuss)ad ueueyuad TWNOISONNS
Buepig Buepig Buepig NYLvavr
AOdWOTIA
—II- IIIII-I.lIlIlIlII lrIIIIIIIIIlOII —Illlllilllll
uetremebadoy uebuenay |
uep wnwn uep ueeueoualad _
ueibeg gqng ueibeg qng l
B I i
e s+ s o e s
JELBJaINSS
= |
ONNOONYINIL
NILVANEYA HYHIVA LYIONYEId ISVSINYDHO VIvda
WIE3IN VIVL NVA 'NYNNASNS ‘NYMNaNa3x
Al ONNOONVYWIL NILVdINGvH
9102 NOHVYL 09 HOWON

ONNDONYWIAL LIVANE NVENIYEI 0K N HWYL

NVYMVNHI13d NYA NYNYXIYId SYNIA
ISVSINVOYO NVOvdg




ONYWINS ONVEWNVYE W

P11
aLdn
ONNOONVYWIL 11VdNE
nAuey ue
weeseiBuoppkig ey sty Uep
1s¥03 | Uaued easeg 1oyos || | Ueued exseg 1yes
cmmcm& cmcaEmmx
ueyniniuay UBP ISWNSUOY Ueungaxag BINYMYILOH
uebu uep H
QS 1s¥eg ' cmEmmﬂ”chmmcmn_ } _a.._ﬂﬂﬂ.ﬁ_mwn 1 5@5
uebued 1snquisig ueungayad eINYNYOH
UBluELay H | uep ueepasioey H eueseselq u..__maﬁ.&
ueeSequapy 1s¥eg Isyeg uep BURJRS ISYOg uep eueseg Isyeg
i — — £
ueEUay
Was | |uebuey ueueyejoy o
ii"m Buepig buepig ﬂg
1 — — — — — — ¢-|o|-l-l-l a'-l-lolﬁ- ll'.'.'lli'vho'
—t= - :
,.n.w.ﬁﬂs.m umbeg qng ueibeg qng |
d\ ’ll.ll‘.l“llll'.‘_
ONNOONYWAL eUReNeS
NRLVAOER ; YAONYHId ISVSINVDNO
¥OHAN ViYL NYO NYNOSNS fxg oy
BLOZ NV L 09 HONON

ONODOMWEAL LV NYMNIVEAD D00 NVHIINY )

e R LR LS IR




ONYYXNS ONVEWYE W
P11

ONNOONVIIL ILvdNg

ueeyejsndiag uedisieay
ueBuequabuad uep | umw:%%mﬁﬂmhwm 2
ueeuiquiad 1S)es IS¥93
ueexejsndiad uedisieay ueuele
ueuefe uep - uep ueejojabuaqd
= ueejojebuad I1s)8g (SN 2
| g oo vy —
EEER :
ueeejsndiad uedisiea)| TYNOISONN4
buepig Buepig NYLVEYF
HOdWOTI3H
L s s e e s i e s e
I
ueremebaday uebuenayj uep _
uep wnwan ueeuedualad _
ueibeg qng ueibeg gng I
I I |
— "IIII'UII'III‘IL.
|EUB}BIY9S
I
&
ONNOONYWIL ¥ 1ide
NILVANEYY HYEIVA LYNONVHE3d ISVSINYOHO
YrE3aN VIVL NVA ‘'NVYNNSNS z<zwmwhw,m_x.r ONNODONYWIL NILvdNgwH
Sacn s pat G ey NYWIVLSNdY3d NVJ NYdISHVIM SYNIA

ONNOONYWIL IIYANE NYHNLYEId 11X NvHIdWY ISVYSINVOMYO NVYOVE




ONYWINS ONVEWYE "W
P13}

'ONNOONVYWIL ILVdNg

€10 | £0£861 L22096 )
ML BUIQURL” (OON

ueiemebaday
uep wnwn
ueibeg gns

ONNOONVYWIL

NILVANEYH HYHIVA LYMONVH3Id ISVSINVONO
YrE3X Y1VL NYQ 'NYNNSNS ‘NYXNANa3M
ONVLNIL

910Z NNHVYL 09 HOWON

g1dn
Inpjnisequ
ueyejuuewaqd buepig qng 1
Guepig gng
uedesa] RISNUBH :m::mcmaw_%a Isenjea3 ;
uebuequabuad uep ekeq joqung M Em_m eAeq saqung || | . UBlepuabusd uep
ueniauad buep Buepi uepig qn Buuoyuoyy ‘uesodejed |1
isuad buepig ang pig qns pia qns ejeq buepig qns
leseq ueunbuequa . ..
1elye q
cmmcmnEmmcw& uep :mmhmﬁd__m.mmwx H mrﬁ_mm"%“mm  |ISEULIOJU| UEp Welboid || ;
uenijauad buepig qng Buepig ang : ——
Buepig qns "
S = e ]
uebuequiabuag UBUBJUBWIAY Uep inpjngseyu| uep ‘wepy Yesseq ueunbuequiag B
uep ueniauad eiSnueyy ueunbuequiad ekeq Joquing ‘wouoy3 | | , . !SEULON UEP TVNOISONNA
buepig ueeuedualag buepig ueeueouaad buepig ISEneAs. UReianEd Nvivavr
$ _ . ; buepg HOJWOT13N
— Ill.lil.l.l.l+—lnl Illlll!*l.IIIII'IGIIL.I-IIDII‘.III"
|
uebuenay UEBUBOURIRY _
ueibeg qng ueibeg qng |
] _
—llillllllllllllll
jeuejex|es
o g ONNOONYWIL NILVANGV

ONNOONYWIL 11VANE NYHNLYHId © IIIXX NYHEIdNY

Pt i, ket b s el e

fooe s i s et

HYY3VA NVONVYEWION3d NVQ NVILITINId
'‘NYNNONYENId NYYNYONIN3Id NYave
ISVSINVOYO NVOVE




ONYYYNS ONVENYY

P13

'ONNOONVINIL 1LVdNg

yesseq oﬂmmcmzmx 1osy q yeiseq d uejedepuag
uesodejag 2 ueedepiaquiad fy| UeeIeyepuagiad s pn e 2 ueueAe(o
~ - u s _ m -
buepig gns Buepig gng Buepig qns %nmuw__ﬁ%m_& mmmmm%m_ Buepig qng
isuEUnYY _ Jesy e ueejepuad
5 ueeyesnejeusd  H uesebbuebuaq  H yibeuad | | eveq ueejojabuag uep u
i ‘. buepig qng Buepig qns buepig ang uepigans (11" Buepgane
uelodejad , -.
ueeleyepuaqiad
wguality || woviomeneg || puesticting || petogen ||k bonchieg | | uepeseing | [TAGESM
I ! uepig I | ‘ NYLVavr
. : uepig ueeueoualad buepig YOdNOTIN
i e _||.|.|.|.|. L BT S R LT e s s e e e
m
!
ueiemebad |
- %N:Ew_x uebuenay ueRUROUSIRd _
ueibeg qns ueibeg qng ueibeg qng _
I | :
===l
% JelEJoI8S
ONNOONVYWIL eleday|
NILVdNEYM Hvd3vd LIVOONVE3d ISVYSINYOHO ONNOONVIWIL NILVYINGW!
ViE3IN VIVL NVA 'NYNNSNS Z<¥Mmﬂkﬁ_ﬂw HYY3va L3SV NYa
9102 NNV DI HOWON NVONVYNIX NYV10TIONId ‘NVLIVdYONIS NYavE
X : SVSINVOYO NVOVE
ONNOONYWIL 11VdNE NVHNLVEId © AIXX NVHIdAV I




ONYWYNS ONVENVE ‘W

P13

€10 | €0€861 LZZ0961 d
ML euiquagZ”
W ‘HS ‘OMQuss

ONNOONYINI
NNYA
eAulise uebuap ie
ONNOONVINIL I1VdNg —
uelemebaday lemebad Jauey remebayg
ISew.ou| - uebuequabusy |- wnwn Isessiuiwpy M
buepig gng Buepig qng buepig qng
ueynejadq lemebad 1sewo
_mzmmmm&n___mmﬂd_meoa H | uepueyppusq H | uepueeuesusiny |
: Buepig qng buepig gng
; — , B
ueiemeBaday] Isewoyu| lemebad lemebay L1 1
uep ueeuiquay uebuequiabuay uep ISELSIUIW TYNOISONN4
buepig ueynejed ‘ueyipipuad y m“:.mu_mud. NvLv8yr
Buepig : HOdWO13%
_ llllll \— llllllll | e— Lllnillllllllll .Illll.l.l.h
uelemebadoyy uebuenay !
uep wnwpn UEp ueeueoualad _
ueibeg gng ueibeg qng |
e T |
_ [r— e ——— . e
Jeuejees
| &
ONNOONVYWIL
NILVANEYH HYHNIVA IVHONYYAd ISYSINYOEO Vivd3ad ONNOONVNIL NILYINGV
VOU3IN VIVL NVQA ‘NYNASNS .z<xwmmm,_.uwvw VISNNVYIW YAYQ ¥39NNS
- 9102 NNHY1 09 HOWON

ONNDONYWIAL INVANENVHENIVHEID AKX NVHIdWYL

NVONVEWNIONId NVA NVIVMYOILI NvYavd

ISVSINVOXYO NvOvEa



ONYWMNS ONVENYE ‘W ONNOSKVWI LN
P WMINEAIYIO

eAuise-tiebuap 18
ONNOONVYIWIL ILvdNg

ueyeInjaY
WD veqRieoy yehyey esaq uep jexelese
Uep uewelpusjay ueelajyelasay %mm»%mhm_aeom W Ueyejulswad eje|
Is)ag SYERS Isjeg IS¥eg
ueremebaday uebuenay
uep wnwp UBp UBBUBOUAIA]
ueibeg qng ueibeg gng
JeUBIoINeS
LVHWVD
g ™~
ONNOONVYWIL
NALVANEYY HYHIVA LYAONVHEIC ISYSINYOHO
YrYIN YIVL NVA ‘NVNNSNS ‘NYMNANa3x
ONVINIL
9102 NONHVL 09 HOWON

ONNOONYWIL IIVANENVENLYYId X NVHIdAYT



ONYWYNS ONVEWvE ‘W
P13

ONNOONVIWIL I1VdNg

umwﬂimmz
u uee/epiaquiag
uep ueunBuequay
1S¥8g

L

MH NI ._.mm
eAulise uebuap fem

N4

wnwn ueqyajey uep
UewWelualaY 'UeyejunaWag
1S%83

Jeuejonjeg

ONNOONVWIT
N3LVdNEYY Hvy3va IYAONYYEId ISYSINYOHO
VME3N ViYL Nva ‘NYNNSNS ‘NYMNAna3y
ONVIN3L
9102 NNHYL 09 HOWON

ONNOONVWIL 1LVANE NyEN1YEad A NYHIdWYT

Hvini

ONNDONVIAL |

=



